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KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABU PATEN PAN GA}.IDARA}'I

NoMoR 1 eelPP.O 4.2-Wt / 32LB / Idab lxr / 2o2o

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2A

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5)

Peraturanr Kt-rurisi Perrriiiiiarr Uururu iiornor 3 Tahurr

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pernurrguiarr Suara dadarir PenycicnBgaraan Perniiiiran

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2077, yang menyatakan PPS menetapkan

petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada
-- L , A t I - -, , Af , - hhdayar t't, uclrB,ir.rr h.cPLrLusru.I rrD,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

t

Komrsr
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara di Desa Selasari Kecamatan Parigi

Katrupaten Pangandaran daiarn Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran

Tahun 2O2O;

1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ot2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandarara di Provinsi

Jawa Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A12 Notnor 23O, Tatrbahat i.ernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5363);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undalg

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan i-cinbaran liegara Repubiik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Perahrran Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2A2O

tentang Penrbahan Ketiga atas Undan5Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Uritiarig-uiiriairg iionror i Tahuti 2Ai4

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a7);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 terrtang Tata Kerja Kourisi Perniliharr Utuum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan KabupatenlKota, Pembentukan

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

r1^----- 
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Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Koinisi Peurilihan Urnum/ Komisi independen Pemilihan

Kabupatenf Kota, Pembenhrkan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2AL7 Nornor i498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Frogram dan Jadwal

Penyelenggara€m Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wati Kota Tahun 2A2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 905)

sebagainrzura telah diubah beberapa kati ter-akhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2O2O tentang Penrbahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 201.9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahurr 2O2A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, danf atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam

TZ^a.liaiI \Ur lur9l
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Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2Ot9

ICOVID-I9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnurn Nomor 13

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corono. Virus Disease 2Ol9 {COWD\9} (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Norrror i068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

66 lPP.O6.a lKptl O3/KPU/I[| 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakii Gubernur, Bupati darr Wakil Bupati, dani atau

Wali Kota dan Wakil WaIi Kota sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476lPP.oa.2-Kpt/OlIKPU/X l2O2O

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor

66 /PP-O6.a /KptlO3lWU llll2o2o tentang Pedoman

Tek:ris Pembentukan Panitia Penrilihan Kecanttatatt,

Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakit Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandan-an Nornor : 236 1PL. O 1 .S-Kpt/ KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2A2O

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor . .
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Nomor 35. 1/PP.O 1.2-Kpt /3218lKab lVl /2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-

Kpt/KPU-Kab /X/2019 tentang Pecloman Teknis

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangand.aran

Tahun 2O2O;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 /PL.O2-

Kptl32lSlKab/Vll2O2O tentang Pelaksanaan

Pemilihan Bupati dzur Wakil Bupati Pangandaratl

Lanjutan Tahun 2O2O;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 3O4/PP.04.2-SD /321E /KPU-Kabi X /2O2O Perihai :

Penetapan Petugas Ketertiban TPS tanggal l9Oktober 2O2O;

8

IVlenetapka-n

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOiviiSI PEIVIILIHAN UMUivI KABUPATEI{

PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA

SELASARI KECAMATAN PARIGI I(ABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PEI\TYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

di Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Dikhrm KESATU bertugas

nrembzurtu Keiornpok PenyelenBgara Pernungrrtan Suara

untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan

Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020
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KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
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2O2O dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas

Ketertiban Ternpat Pemungutan Suara sebagairnana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana

Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O.

Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATIJ selamal

{satu} bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2O2O

sarnpai dengan 23 Desember 2O20.

Keputusan ini mulai berlalm pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pairgandaran sebagai

laporan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 23 Novetnber 2a2A

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SELASARI,

ERWIN NURWIANTO

ttd

(n

+ M

Sub Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEIVIILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR tee / PP.oa.2-Kpt / 32tB I Kab I xt I 2o2o

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELASARI

KECAMATAN PARIGI KABUPATEN

PANGANDARA}{ DAI,AM PEI{I'ELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PANGANDARAN TAHUN 2A2O

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA SELASARI KECAMATAN PARIGI

KAE}UPATEN PANGANDARAN DALAM PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARq.N TAHUN 2O2O

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

C. Tempat Pemungutan Suara {TPS 3)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 DEDI L
DUSUN CIKADU RT 02 RW 17

DESA SELASARI

2 TARDI L
DUSUN CIKADU RT 03 RW 17

DESA SEL,ASARI

NO NAMA L\P ALAMAT

1 JUMA L
DUSUN PEPEDAN RT 04 RW

16 DESA SEI-ASARI

2 KOKO L
DUSUN PEPEDAN RT 05 RW

16 DESA SELASARI

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 KUSWAYA L
DUSUN CIKAWUNG RT 01 RW

12 DESA SELASARI

2 RASILI L
DUSUN CIKAWUNG RT 04 RW

13 DESA SELA-SARI
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D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

F. Tempat Pemungutan Suara {TPS 6}

G. Tempat Pemungutan Suarra {TPS 7)

H. Tempat Pemungutan Suara {TPS 8)

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 TI'II\T L
DUSUN SALAKAMBANG RT 04

RW 01 DESA SELASARI

2 SALIHIN L
DUSUN SALAKAMBANG RT 03

RW 01 DBSA SELASARI

NO NAMA L\P ALAMAT

1 KARYA L
DUSUN TENJOSARI RT 03 RW

04 DESA SELASARI

2 \IfANTO L
DUSUN TENJOSARI RT 02 RW

03 DESA SELASARI

NO NAMA L\P ALAMAT

1 JAHIDIN L
hl?dlta? halTTlh^th7 hd n rIJUDTJI\ .EIfTI\J}1T(DAI(I KI U 1

RW 05 DESA SELASARI

2 WAHYU SRTYANA L
DUSUN BANJARSARI RT 02

RW 05 DESA SELASARI

NO. NAMA L\P ALAMAT

1 SARJU L
DUSUN I(ARANGMUKTI RT 04

R'[/ 08 DESA SELASARI

2 JUHRI L
DUSUN KARANGMUKTI RT 06

R-W 09 DESA SEL,ASAR.I

NO NAMA L\P ALAMAT

1 SOLIHIN L
DUSUN GIRIHARJA RT 01 RW

10 DESA SELASARI

2 ADING L
DUSUN GIRIHARJA RT 06 RW

?2 DESA SELASAR-I
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I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO NAMA L\P ALAMAT

1 T-\r\PI L
DUSUN CIKAWUNG RT 06 RW

14 DESA SELASARI

2 DARSU SUTARLI L
DUSUN SAI-A.KAMBANG RT 05

RW 02 DESA SELASARI

Ditetapkan di Pangand.aran

pada tanggal 23 November 2O2O

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KETUA PANITIA PEIVIUNGUTA}I SUARA

DESA SELASARI,

ERWIN NURWIANTO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN
Sub
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